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1. Pendahuiuan

: Dalam perkara perdata kita mengenal azas bahwa pengadilan membantu
penc,an keadllan dan harus berusaha keras mengatasi segala hambatan dan
rmtangan untuk dapat tercapainya peradilan vang seder hdna cepat dan biaya
Tingan. (pasa 14 ayat 1 jo pasal § ayat 2 UU No 14 tahun 1970). Tetapi fakta
menungukkan bahwa penyelesaian perkara perdata dengan mengajukan
gugatan: di. Pengadilan cenderung memakan waktn yang lama. karena
prosedumya yang bertingkat. Per adilan umum terdiri atas pengadilan negeri
sebagal t;;}gkat pertama; Paugadllan Tinggi sebagal tingkat banding dan
Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi. Apabila sudah ada putusan dari
tingkat. pertama belum berarti bahwa persengketaannya sudah selesai, karena
fihak. yang merasa tidak. puas dengan putusan ifu dapat saja mengajukan
permohonan ba;xdmc kemudian apabila telah dxtenma putusan dari tingkat
banding bagi i;hak yvang merasa tldak puas 'nasxh tersedia upaya hukum
kasasi. : :

Umuk ce}fedar memberl gambaran kankut betapa waktu yang dlhmuhn
kan cialam pr@saciur gugatan melalui pengadilan sangat lama maka akan di-
kemukakan salzh satu kasus vang ditangani Lembaga Konsultasi Dan Bamuan
Hukum Fakultas Universitas Indonesia (LKBH- FHUI) vaitn kasus vang ter-
dafrar. dsbawah _roI no. 335/ J s/ 1983/{3 cix Pengadﬂap "1eger1 J a%farta Selatan.
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Dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No 14 tahun 1970 menyebntkan
bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau
melalui wasit teiap dzperbofehka'l Dalam hu%um acara perdata yang berlaku
sekarang’ ini vaitu HIR dalam pasal 393 d1mungkmkan mempﬁrgunakan

_' lembaga hukum daiam RV Seperti k}ta ketahu; bahwa perwasrzan (arb:trase)
diatur- dalam pasal 615 s/d 651 RV ' :

Kebutuhan akan adanya perwasuan {arblirase) dapai dxmengem, karena
]aian mengajukan perkara dimuka nengaulan ‘dan menung ggu sampai ter- -
capainya putusa g pengadzl&n yang menperoleh kekua’iaﬂ hukum yang tetap
dirasakan sangai panjang. “Bagi seorang pedagang atau ppngusaua yang ter-
biasa dengan i;!ndakan—tmda!fan yang ‘serba cepat, menunvgt. putusan yﬂng__'
' 'begitu lama datangnya ad'ﬂ&h sangat merugikan Karena i ia akan kehilangan
binga atas’ mmlalnya Tiagi pula’ d;kalangan ‘mereka dzlasalfan kepwiua“‘
pemumsan sengketa mereka oieh OTAng- orang yang ahh ddam dunid usah,ﬁ_'
'cian perdagangaﬂ “migalnya pemutusan perkara mencenal asuransi,
pengangm.tan baik melalui lautan mavpun melalui udara, kontrak- kontrak .
pemborongan dil supaya diserahkan kepada ahli-ahli dalam bxdana tersebut 1),

11. Pengertian Tembaga Arbitra% =

Pengertian Lembaga arbitrase menurut para ahli secara prinsipil tidak_

- terlaiu ‘berbeda: Prof. 7. Asxktn E{usumah ‘Atmadija dalam suatu ceramah yang <

berjudul "Enforcement of roreign Arbitral Awards’ vang dlselenggarakan
oleh Badan Arbitrase Nasional Indonema (BANI) ‘bersama-sama dengan"_
International Chambers of Commerce (ICC} pada tmgga? 13 Septembaz 1978
di Takarta mz.ngartlkan bahwa " arbitration is ‘the business community sell
reguiation practice of dispute setilement’ . Prof. Subekti mengartikan arbitrase
sebagal suatu Dcnvelesasan atau pernutusan sanggeta oleh ssorang atau
bebcra‘oa orang yang ditunjuk oleh | para pvhak yaﬂg bersengketa :,emdm di-

Tuar Hakxm ‘atau ‘Pengadilan’ 2); Menurar Sidik Surapuira, SH dalam
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‘tidak terikat dengan befbagal formalitas, cepat daim memberi kepuiuﬁan B

= }carena cialam mstans; 1erakh1;‘ dan menglkai yang mudah untuk dilaksana-
“kap karena akan dataaﬁ;z pa,ra thak’:‘) i’:of Sudzkno Mertokusumo selamut- .

: nya.mengémuia an batasan bahwa yang disebut arbitrase di luar pengadﬂan SN

yang : ‘berdasarkan ‘persetujuan fihak yang bersangkutan diserahkan pada
.S_?Q_lfaﬂg .Wa.Sl_t_atau Ee_b_lh_ 4}. ‘ : :

ngan deml__ 1an berdasarkan pada uraian pendapat dz atas, dapat kxta__
' i;hau unsur ~unsar yang peni;ng dalam Eembaga arbifrase, ada ah (1) proses
sederhana; (2} cepat dalam pengambﬂan keputusan;. 3 dﬂakukan oleh ahli;:
{4} bersifat tertutup; (5) dalam instansi terakhir dan mengikat (final and,
b;;}dlng) {6) dipergunakan dalam dunia perdagangan

Balam prakiei«. pelaksaﬁaan lembaga armtrase ini fihak-f;hak yang akan
menyerahxan suatu sengeta kepada wasit atau arbiter itu harus ber sepakat
untulu. ‘mentaati cnpa 3ang hendak dzpuguskan oleh arbiter itu. Banyak terjadi:
seperti . daiam I{ontrak komrak dasang bahwa apablia timbu! perselisihan
berhenaan dengan pelaksanaan kontrak itu perselisinan itu akan diselesai-.
kan oleh was;t atau. oleh arbner Ketentuan yang dimaksud disebut klzusula:
arbxirase Dalam arbitrage, para fihak van bersengketa bebas memilih wasit-
nva. f{alau wasit berbentuk majelis maka dari dua orang wasit vang dipilih
para flhak yang bersencketa ita, memllah lagi wasit vang ketiga, cleh karena.
mejelis, wasn harus dalam jumlah ganjil.

Perjanjian arbitrase dapat diadakan dengan dua prosedur. yaitu pactum’
de compromittendo dan acta compromi atau klausula arbiirase. Pactum de
compromittendo adalah persetujuan arbitrase yang dibuat setelah timbulnya
seng:&em bahwa sengketa para fihak diselesaikan secara arbitrase. Klausnia -
arbifr ase adaiah suatu kmenmaﬁ (clause) yang tercantum didalam kontrak
dagang, atan perjanjian lainnva, bahwa apabila dikemudian haritimbul suatu.
sengketa berkenaan dengan perjanjian tersebut maka penyelesalanya diserah--
kan atau dsifaku}xan secara arbitrase. Sehingga dengan demikian klausula di-.
buat sebelum tzmbuln‘ya sengketa,

})alam nerdagangan internaticnal kiausula ar bitms@ I i}ammr selalu di- -
cantumkan dalam kontrak {business contracts) sekaligus juga telah diteniukan
arbiirase negara mana vang akan disunakan dan hikum ana vamne alan i
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bﬁrhﬁ{u Elausuls arbitraselab vang-membuka jalan bagl perkembangan
arbitrase,’ Gi h i:areﬁa paia fz‘“xa%c teﬂiaa untuk: msﬁyeies&kaﬁ seﬁgketa me;e&\a '
secara arbn:rase ST Soiianl :

_ Bazian Arbitrase; MNasional-Indonesia (BANI) "meneniukan :kiausula
'st&ndar arijltrase sebagai bzcrzkut semua sengketa: yang: tzmbul dari perjanjian

i : dlsdesaii«can dalam tmgiz;aa ipertama dan, terakhu smenurut peraturan.
prosednr BANI Oleh arblter—arbiter yang d;tuﬂjuk menurut peraturan L
' tersebuz 5} e . R ; L e ; e

fm Pemasamhamya Ba‘mm Pmkéek

1. Kewenangan Pengadﬂan Negem

e Persetujuan arbnrase maupun kiausuiq arbn:rase pacia hakekatnya
ditujukan untuk menghindari penyelesaian sengketa di Pengadilan MNegeri.
Seharusnya dengan adanya klausnla -arbitrase dalam kontrak (business
contract)..maka Pengadilan Negeri ‘mustinya otomatis menolak untuk
niengadili sengi{eta tersebut’dan menyatakan dirinya tidak berwenang. Dengan
dasar pasal 1338 ayat. 1 KUHPerdata (azas pacta sunt servanda) bahwa setiap
persetujuan yang . dibuat secara. sah berlakn sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Maka Hakim Pengadilan Negeri dapat men- -
vatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Oleh
karena hal ind termasuk-kompetensi absolut .maka Hakim secara ex-officio
dapat menyatakan-demz dan walaupun udaa dnangk;s oleh fihak-lawan- 6}

Daiam }'enyataan ixdak sslaiu demﬁ«:xc.n mainya Aiam tuhsan ini akan
dinngkapkan putusan Mahkamah Agung vang telah mempunyai kekuatan
hukum vang teiap.yang menganggap dirinya berwenang mengadili suatu
sengkeia meskipun dalam perjanjian antar para fihak terdapat klausula
arbitrase. Putusan fersebut ialah putusan Mahkamah Agung RI MNo. 185}
K/PDT/1984 tanggal 24 Desember 1985 7). Kasus posisinva adalah sebagai
verikut : penggugat telah membeli 6 bugh trakior dari tergugat dengan
pembayaran scbagian di muka dan sisanya setelah penyerahan barang.
Fenyerahan barangiernyaia terlambat dan akibat keterfambatan pengeupat
selaku pembeli menderita rugi vang sebesar. Rp. 144.000.000,00, Setelah
barang diserabkan penjual kepada pembeli {penggug at} maka fihak penjual
{tergugat) menagih sisa pembayarannya tetapi seoah}fnya penggugat selaku
pembeli menuntut atas keterlambatan penyerahan barang. Tiba-tiba secara
melawan hukum fihak penjual mengambil kembali 2 buah traktor dari lokasi
pembeli dipindahkan kelokasi lain; Kemudian thmbul sengketa antar penjual
dan pembeli. Pembell mengajukan sengkeia tersebui-di Pengadilan negeri
Pangkaian Bun Kalimantan Tengah di bawah rol no. 70/PDT/(G/1982 tanggal
12 Apri eksepsi terhadap kewenanszan absolut pengadilan, karena di dalam.
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Rontrak jual beli yang bersangkutan terdapat klansula arbitrase vaitu jika
ada perselisihen maka akan dimusyawarahkan, dan jika tidak dicapai mufakaL
akan disjukan ke BANI.

-**Pengadﬂan Negeri Pangkalan Bun berpendapat bahwa penyelesaian
sengketa olek BANI seperti yang ditentukan dalam pasal 21 Surat Perjanjian
Jual-Beli; hanyalah merupakan suatu formalitds saja dari perjanjian tersebut,
Dihatipara fihak tidak ada niat untuk menggunakan lembaga BANI untuk
menyelesaikan sengketa mereka. Berdasarkan keyakinan tersebut maks
?é‘ﬁégdlian Megeri ber pendzrlan berwenang un‘cuk memenksa dan mengadih

ugatan ﬁ_u e 5 L : . AR ]

Pengadiian Tinggl Kalimantan Tengah di Palangkaraya melalii putugl
anya di bawah rol no 31/1983/PDT tanggal 21 Pebruari 1984 menguatkan
putusai Hakim pertama dengan alasan hukum bahwa pemeriksaan yang. Leiaﬁ
dlla}am{aq Gleh i-?aklm pertama teiah tepa; da'l benar

Maﬁkarﬂah Agung Eimelalui putusan 73] 1851 K/PDT/1984 tanggal 24
Desembe; 1985 juga menguatkan putusan Pengadilan Tinggi itu dengan per-
timbangas hukum antara lain bahwa mesklpun dalam suiatu perjanjian para
fihak relah bersefakat satu sama lain yang isi kesepakatannya kemudian di-
tuangkan dan dirvmuskan dalam salah satu pasal perjanjian vaite bahwa
bilamana timbul snatusengkeia akibat pelaksanaan perjanjian ini harus di-
selesaikan secara musyawaral dan bila gagalakandiserahkan penyelesaian-
nya kepada badan arbitrase (BANI), maka ketentuan dalam perjanjian ini
tidak berlake mutisk, vaiiu bila salah satu flhak menghendaki sengketanya
diselesaikan oleh badan peradilan dan bukan pada badan arbitrase sesuai yang
telahidiperianjikan, meskipun fihak lainnya menentang kehendak ini.
maka adalah benar menurut hukum atau tidak salah menerapkan hukum bila
badan peradilan umum/Pengadilan Negeri menyatakan dirinya berwenang
mengadfh sengketa perdata ini.

2. Kesulitan dalam Pexayusunan

- Kesulitan ini dikemukakan oleh Prof. Gautama melalui tulisannya dalam
majalak Varia Peradilan tahun 131 0o 25 Cktober 1987. Digebutkan bahwa
apabila klausula arbitrase tidak dirumuskan secara cermat akan timbul ber-
bagai kesulitan dalam praktek, prosedurnya bertambah bertele-tele dan biaya
yang akan dikeluarkan bertambah besar. Contoh kesulitan yang diungkap-
kan oleh Prof. Gautama ini terdapat dalam kasus pupuk P.T. Dharma Miaga.
Kasus posisinya adalah sebagai berikut: P.T. Dharma Niaga sebagai penggugat
dan P.T. Curah Nisga International yang bertindak sebagai penggugat dan
P.T. Curah MNiaga International yang bertindak sebagai agen dari ICEC
{International Commodities Byoort Companyd | orrain merienkhas s alremer 170 mo
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penyelesamnnya dalam tingkat pertama dan terakhzr Antai penggugat dan
tergugat tidak senendapat mengenai ‘badan arbiirase negara mana'yang akan
dipergunakan. Sesuai ketentuan dalam konirak, penggugat teiah minia ke-
pada tergugat untuk menyetujui melakukan arbitrase dalam sengketa ini di
Indonesia dihadapan Badan Arbitrase Masional Indonesia (BANI). Tergugat
telah menolak dan tidak melayam permmiaan untuk arbitrasé ini. Sebalik-
nya fihak ICEC telah mengajukan perkara i di Sotthern District of New
York untuk memperoleh suatu penntah supaya dziaku&an arbitrase dalam
sengketa ini di New York. :

Daiam kasus ml ?enga@ﬂan Negerl Jakarta Pusat memu_tuskan bahwa
yang berhak menyeiesukan _perkara 1111 adalah BANI ;

3. Pelaksanaan KeputuSan Arbiirase '.Ai.?mg |

Tentang apakah keputusan arbitrase asing dapat dilaksanakan “di
Indonesia tidak terdapai kesatuan pendapat di Kalangan ahli hukum di
Indonesia. Keputusan Presiden RI tanggal 5 Agustus 1981 no 34 tahun 1981
yang tclah mensabkan konvensi tentang pengakuan dan:pelaksanaan
keputusan-keputusan arbitrase luar negeri dari PBB tahun 1958 ternyata tidak
cukup-fuat menjadi-dasardapat- dﬂaksanaicannya kepuwsan arbiirase aszng
di Indonesia. SRR -

oProf. Z. Asikin Kusumah Atmadja dalam: diskusi panel FHUI tanggal
14 Pebruari 1985 mengemukakan bahwa Keppres 34 tahun 1981 dianggap
masih kurang memadai, Xendati keputusan itu mengesahkan konvensi Mew
York 1958 namun keputusan arbiirase asing tetap tidak bisa dilaksanakan
di Indonesia karenz tidak ada peraturan pelaksanaan dari Keppres tersebut.
Lebih lanjut.Prof: Z. Asikin Kusumah Atmadja mengemukakan keputusan
arbitrase fnar negeri belurn bisa dilaksanakan karena banyaknya parusalizan
Indonesia vang dirugikan oleh arbitrase ini dan sesuai praktek hukum kiia,
penerapan konvensi Mew:York harus ada peraturan pelaksanaanya, jadi

L o . RS



suam aiter*ntlf upaya penyelesaz&n- senketa di Mar pex&gadllan _

2. embaga arbirase idealnya dapat, memenuhi hebmuhan tersebut kaxena
Sl‘(&tﬂya cepat, oleh ahli, tertutup dan merupakan upaya yang terakhxr cian
mengikat (final and binding).

3, Tetapi dalam :aenyataaﬁ terdapat masalah-masalah yang menghambat per-
kembangm arbitrase secara naswml teriebzh mtemat;onal ka*ena txda%c: ter-
sedianya perangkat hukum yang lengkap mengenai ‘hal tersebut.

4. Adalah sangat mendesak untuk diundangkanya hukum acara perdata vang
bary yvang sekaligus juga mensaiur iemuaga arbitrase untuk menjamin
‘kepastian hukum,
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 If o man will begin with certanties, he whall end in doubts ; but if he will be.
content to begin with doubts, will end in certginties. .. ...
. T ' (Francis Bacon).






